PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG : %
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABA SAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER N AN AN 2009
<\\/ ; Q
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah fah# Anggaran 2009, perlu
ditetapkan Peraturan 4Qv tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban ¢

Daerah Tahun An i “rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawabai (PelaK gzaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun %
Mengingat : 0 @'ahun 1950 tentang Pembentukan
" X lam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

0)

WALIKOTA SUKA

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Rasz eratura

arat (Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan

pfor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara
ia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
donesia Nomor 551);

AQY - 16 Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

33 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
T3 .q 994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
unv1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

ublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
ara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

4. Undang-Undang ......




4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Negara (Lembaran Negara Republik IndoTesja

g Perbendaharaan
abun 2004 Nomor 5,

55);
7. X004/ te tangoPembentukan
ara Republik
i A €mbaran Negara

Pengelolaan dan Ta
Negara Republik Ind
Lembaran Negara

an Negara (Lembaran
Nomor 66, Tambahan

@ othor 4400);
9. Undang-Undgfig n 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nal (Lefibaran Negara Republik Indonesia
{omd han Lembaran Negara Republik

un 2004 tentang Pemerintahan Daerah
ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

§ ;l bahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
ndang™Jirdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Ke ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Le Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
. Unds

12 ng-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

14. Undang-Undang .......
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angggta Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repult onesia Tahun 2004

: Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah beberapa A ' akhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tak 007 tePerubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintal 24 Tahun 2004 tentang

inpi ggota Dewan

Negara blik Indonesia
Lembaran’ Negara Republik

Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2007 Nomor 47,
Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah
Keuangan Badan L
Republik Indonesia

2005 Aox 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik I 'a omdk 480 );

Nomox

17. Peraturan P iQta
Akuntansi % han (Letbaran Negara Republik Indonesia

or 23 Tah 5 tentang Pengelolaan
Umu ah (Lembaran Negara

Tahun 200

Indonesia X}omor4503);
18. Peratu rinta mor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimb (Lem egara Republik Indonesia Tahun 2005
% ’ Tamba mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
ran P@h Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

ngan Da
omor@ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
L ; ;576);

. PerPemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

1

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan .......
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah djipah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentangReNiRahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentaps selylaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara R Indonésia~Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Neg % sia Nomor

4855);
Q
25. Peraturan Pemerintah Nom6p~8\lalin 2006\textang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja I embaran Negara
Republik Indonesia Tahun R006”Xomor @ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ;

26. Peraturan Pemerinta r 3 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pem an Daf€ra ada Pemerintah, Laporan
Keterangan Perta aba ala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakya , dan Infoxpdasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahart % kepadfy Masyarakat (Lembaran Negara

Republik I e ahun CONomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Rep onesia 0.0 4693);

Partai Politik (Lembaran Negara Republik
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
onesia Nomor 5107);

29. Peraguran residen Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pe @ Barang/Jasa Pemerintah;
30. ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedgman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

I@h Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan
a
a

T

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

32. Peraturan ......



Menetapkan :

8 B tura
Penjab
§ b

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daer
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambeitag
Sukabumi Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kota SukabumfiNowmo ahug>2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Quk ﬁ i (Le Daerah Kota

Tahun 2007 tentang

exparan Daerah Kota

36. Peraturan Daerah Kota Suk Nom ahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi ngkat Daerah Kota

Sukabumi (Lembaran D¢ ota S\% ahun 2008 Nomor 6);
o

37. Peraturan Daerah or 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendap aerah Tahun Anggaran 2009

(Lembaran D ?h ukabt@Ta un 2009 Nomor 1);
38. Peraturan 0-< ah Jota Sukabymri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Awnggafan Pe tan dan Belanja Daerah Tahun

Anggarary 3 l’ux an_JPaerah Kota Sukabumi Tahun 2009
Nomor 8)

39. Per n) Paerah ukabumi Nomor 3 Tahun 2010 tentang
aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Lerda gjawa
Daexal Tahu§ aran 2009 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi

Walikota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
9 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 1);

>

ng

Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2009 tentang

gbaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ahiym Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009
Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.



Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2008, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 66.190.680.359,00
. Dana Perimbangan Rp 377.865.432.876,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp 62.512.113.49400
Jumlah Pendapatan Rp 506.568.226.729,00
2. Belanja

S

a. Belanja Tidak Langsung

—_

Belanja Pegawai

)
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah .
5) Belanja Bantuan Sosial .
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuan 0
8) Belanja Tidak Terduga

Rp 280.522.149.075,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Ba:
3) Belanja

Rp 50°983.791.670,00
Ry 105.887.798.063,00
0.425.791.731,00

NY% Rp 277.299.381.464,00
@ Rp 557.821.530.539,00

(Rp__51.253.303.810,00)

Rp 76.723.497.694,00

Rp  4.970.381.762,00
i tto Rp 71.753.115.932,00
A@ ggaran tahun berkenaan RP 20.499.812.122,00

Pasal 2
gkas an realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
erca am Lampiran I Peraturan Walikota ini.
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangga{ djundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memg pengundangan
Nam

Peraturan Walikota ini dengan penempatany e@erah

apkan%@abumi

ada tangg

ALI@ SUKABUMI,
@ M@MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumio

Pada tanggal % @&
SEKRETARIS DAERAEKOTA %
SUKABUM @
MOH URA@:

BERITA DAER A SU?ABUMI TAHUN 2010 NOMOR 13

&y &



